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Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
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. Undang-Undang Nomor 36 }Tahun 2009 tentang
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Republik Indonesia Nomor 5063); |

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
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" Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan
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. Peraturan Pemeﬁntah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
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Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
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‘Negara Republik Indones1a ’l‘ahun 2008 Nomor 42,
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Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona '

11.

Virus Disease 2019 (Covid-19);
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-(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

Nomor,lkl, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa

- Tengah Nomor 26);

13,

14,

Peraturan Daerah Provinsi ,Jawa’Tengah ‘Nomor | 11

Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor . 11-
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 'I‘engah
Nomor 57); ' ' '

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun

2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah

'Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah

(Berifa Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

- Nomor 36);
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16.

17

tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Adminiétratif

18.

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23
Tahun 2015  tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana (Lembaréh ‘Daerah -
Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 ‘Nomor 23

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor 23); . o

Peraturan Bubati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2016
tentang Penetapan Status dan Tingkat Kedaruratan
Bencana (Berita Daerah Kabupaten = Karanganyar |
‘Tahun 2016 Nomor 31); o '
Peraturan Bupati Karanvganyar Nomor 17 Tahﬁn 2020

(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020
Nomor 17); .
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020

tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Masa

- Pandemi Corona Virus Disease 2019; (Berita Daerah

1.

- Kabupaten Karanganyaf Tahun 2020 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI "TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 52 TAHUN
2020 TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU
PADA MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019. |

Pasal 1

. Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor
52 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru
Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 201 9, (Berita
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 52), N
diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: | | o
Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.



. Pemenntah Daerah adalah Bupatx sebaga1 unsur"f:

) penyelenggara Pemenntahan Daerah yang m emlmpm »; R

.pelaksanaan urusan Pemenntahan yang menjadlb
_v:kewenangan Daerah otonom. _ f o |
.. Bupati adalah Bupat1 Karanganyar

'.‘f}‘Perangkat Daerah ‘adalah unsur pembantu Bupatl )

 dan Dewan . Perwakllan Rakyat Daerah dalam

: penyelenggaraan urusan Pemermtahan yang menjadl-

o "'f,:kewenangan Daerah

) Satuan ’I‘ugas Penanganan Coronavtrus Dlsease 2019-‘. |

. yang selanJutnya dxsebut Satuan ’I‘ugas Covzd-19':'~ B

S a dalah perangkat orgamsaSI yang dlbentuk dala.m,

| rangka penanganan Pandem1 Cov1d—19 d1 Kabupaten-‘ ’

o Karanganyar berdasarkan _ Keputusan Bupatx. v
o _vKaranganyar Nomor 360/1201 Tahun 2020 tentang_
. -satuan Tugas Penanganan Coronavlrus Dzsease—] 9;-‘;: E
g (COVID-19) Kabupaten Kafa-nganyar D T

- vCoronavlrus Dtsease 2019 yang selanjutnya dlsebut"

 Covid-19 adalah penyakit jenis baru yang belum

pernah d11dent1ﬁka31 sebelumnya pada ’ manus1a |

- dengan tanda dan gejala umum 1nfek31 Coronavtrus' .

=Dzsease 2019, antara lam gejala gangguan :

pernapasan akut sepertl demam batuk dan scsak B

" }V”z_bnapas dengan masa. 1nkuba51 rata-rata S (hma) L

: sampal dengan 6 (enam) han dengan masa 1nkuba31 o

L 'terpa.n_}ang 14 (empat belas) hari. o -
7. vPembatasan FlSlk adalah serangkajan tlndakang '

" 1nterven31 non farmas1 yang dlmaksudkan untuk ; o

: . mencegah penyebaran penyaklt menular dengan’.

menjaga Jarak ﬁ31k antara 1 (satu) orang dengan

e | orang lain, - serta mengurang1 Jumlah orang yang o
o melakukan kontak dekat satu sama lam dalam Jarak _
"pa.hng rendah 1,5 (satu koma hrna) meter C ,-i .

.- Normal Baru ada.lah perubahan penlaku untuk tetap» o

men_]alankan akt1v1tas ' normal namun dengan

~ ditambah menerapkan protokol keschatan guna.r- S

o inencegah ter_ladmya penularan Covld-19



9 Setlap Orang adalah orang perseorangan dan/atau

badan

”10.'Orang Perseorangan adalah warga negara, balk'v_

Indone31a maupun asmg

o baik Indone31a maupun asmg

o 12.'Masker adalah pehndung pernafasan yang dlgunakan-‘ e

:sebaga1 metode untuk mehndungl 1nd1v1du dari :

fmenghlrup zat-zat bahaya atau kontamman yang

;,berada di udara dan t1dak d1maksudkan untuk B

menggantlkan - metode p111han : y g dapatf-'

menghllangkan penyaklt tetap1 dlgunakan untuk R

v o melmdungl secara memada1 pemakalnya =
13, D1s1pl1n adalah suatu perbuatan yang mentaatl

N mematuh1, v tert1b akan " aturan, V. norma - dan 3

ka1dah—ka1dah yang berlaku balk dlmasyarakat O

, maupun di tempat kerja

2 Ketentuan Pasal 6 d1ubah sehlngga berbunyl sebagau; e

o benkut o N
. o Pasal 6 : o v o
(1) Pelanggaran terhadap protokol pencegahan Code-19; N

. sebaga,lmana dlmaksud dalam Pasal 4 atau tldak”‘”' |

- d1laksanakannya kewajlban sebagalmana dlmaksud |

,. dalam Pasal 5 dapat dlkenakan Sank81 Admlmstratlf o

- 5berupa S

a. untuk Orang Perseorangan dlkenakan sankSI L

) admmlstratlf berupa
+ 1) teguran hsan, o -
2) ‘denda admmlstrasx, L

3) kexja sosxal atau

4) Sank81 Adrmmstrauf lalnnya sesua1 dengan N

v ketentuan peraturan perundang-undangan
b untuk Badan dlkenakan sank31 adnnmstratlf o
berupa o o o 3
1) teguran lisan; .

2) teguran té_rtulis; o



3) tmdakan paksa Pemerintah, berupa
a) pembatasan kegiatan usaha;
'b) penutupan/penghentian  sementara
sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
¢) pembubaran kégiatan; dan/atau
d} bentuk tindakan paksa lainnya.
4) penarikan kembali keputusan yang
' menguntungkan, berupa: : |
a) pencébutan izin/rekomendasi; v
| b) pengentian/pencabutan insentif; dan/atau
o) kepufusén/kebijakan‘lain yang selama ini
merupakan hal menguntungkan bagi
pelanggar. .
(2) Denda Administrasi untuk Orang- Perseorangah
: sebageﬁrhana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka |
- 2) sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
(3) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- huruf a angka 3) antara lain berupa : |
a) membersihkan fasilitas umum; atau
b) bentuk kerja sosial lainnya. o
(4) Sanksi Administratif lainnya sebagaimana dimaksud
~pada ayat (1) ‘huruf a angka 4) berupa sanksi yang
: bersifat edukatif, antara lain:
- a. menyanylkan lagu kebangsaan;
'b. mengucapkan Pancasﬁa; atau.
- ¢. sanksi edukatif lamnya
(5) Tata cara ‘pengenaan sanksi édmihiétratif
dllaksa.nakan sesuai dengan ketentuan peraturan
' pemnciang-undangan dengan | mengacu pada
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 17 Tahun 2020
- tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Admmlstratxf
‘ (6] Pengenaan sanksi  administratif sebagalmana
. dimaksud pada ayat (1} dilaksanakan oleh Tim yang ]

' dibentuk oleh Bupati. _ . - |
(7) Tim sebagaimana dlmaksud pada ayat (6) pahng
sedikit terdm dari: ‘

a. Kepa.la Satuan Polisi Pamong Praja sebaga; Ketua,



o CL_ o T

. unsuf Kepolisian sebagai Wakﬂ‘két:ﬁa, B
unsur KODIM 0727 sebaga.t wakﬂ ketua; |
.»llunsur Kejaksaan Negen sebaga1 wakil ketua, -

. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana- ’

- Daerah sebagau Sekretans, _

Bendahara Penenmaan pé.da D1nas Kesehatan -

sebagai Anggota,

unsur Polres sebaga1 anggota

_unsur KODIM 0727 sebaga1 anggota :
f unsur KeJaksaan N egen sebagal anggota

unsur Satpol PP sebaga1 anggota

(8) Pembenan Sanksi Orang Perseorangan sebagalmana

dlmaksud pada ayat (1) huruf a dlserta_l dengan'

pembmaan

(9) Format penetapan Sankm Admlmstratlf berupa denda'” . S

adm1mstra31 dan buktl setoran denda admm1stras1

sebagalmana tercantum : dalam Lamplran yang :

merupakan bag1an txdak terp;sahkan dan Peraturan ‘

Bupatl ini. -

3 Ketentuan d1antara Bab II dan Bab III dlslslpkan Bab b_ o

baru yakm Bab IIA yang berbuny1 sebagaJ berlkut

BAB IIA

v TATA CARA PENARIKAN PENYETORAN DAN o
PENATAUSAHAAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI

DENDA ADMINISTRASI o

| Pasalﬂ6vA o

(1) Denda Adrn1n1stra51 sebageumana dlmaksud dalam’ ;

- Pasal 6 ‘ayat (2) adalah Penenmaa.n Daerah dan'i
dlsetorkan ke Kas Daerah Co ’

(2) Denda - AdmlnlStI'aSI dltank dengan d1dahulu1 o

' penetapan Sank31 Adm1n1strat1f berupa denda"

adnnmstram yang d1tandatangam oleh Kepala Satuan N

Pohsl Pamong Pra_]a



(3) Denda  Administrasi wajib dibayar pada saat
Penetapan Sanksi Administratif dan dibaYar
sekaligus.

' (4) Petugas memberikan Bukti  setoran Denda

| Administrasi yang ditandatangani oleh Bendahara
" Penerimaan Dinas Kesehatan .

(5) Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan Wajib
menyetorkan Denda Administrasi ke Kas Daerah
dalam waktu 1 x 24 jam, atau ditentukan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan yang
berlaku. .

‘(6) Bendahara Penenmaan Dinas Kesehatan wajib

melaksanakan = penatausahaan vdan . pelaporan

penerimaan kas sesuai = ketentuan peraturan

. perundangan yang berlaku.

. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: | | “ '
v Pasal 9
(1) Pembinaan atas - pelaksanaan pédomari tatanan
- Normal Baru yang produktlf dan aman d1 masa
pandemi  Covid-19, dilaksanakan oleh Kepala
Perangkat Daerah sesuai kewenangannya di bawah
koordinasi Satuan Tugas Covid-19.
A v(2) Pengawasan atas pelaksanaan pedoman tatanan
; Normal Baru yang produktif dan aman di masa
pandemi Covid-19, dilaksanakan = oleh Kepala
Perangkat Daerah/instansi vertikal di Daerah sesuai
kewenangannya melalui koordinasi dengan Perangkat
Daerah yang membidangi pengawasan' dan Satuan
" Tugas Covid-19. | |
(6] Kepala Perangkat Daerah/instansi vertikal di Daerah '
i melaporkan pelaksanaan pembinaan  dan
- pengawasan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) kepada Bupati selaku Ketua Satuan
Tugas Comd-19 paling sed1k1t 1 (satu) kah dalam 1
" (satu) bulan. ~



5 Ketentuan pada Lamplran Pasal 10 diubah sehmgga
berbuny1 sebaga1 benkut

- Pasal 10

(1) Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Covid-19 dapat

- memerintahkan penertlban pelaksanaan protokol

: pencegahan Covid-1 9 kepada Satuan Pohsz Pamong
Praja

(2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dapat melakukan penertiban di seluruh
- wilayah Daerah dengan atau tanpa pemberitahuan

sebelumnya kepada sasaran penerapan protokol
pencegahan Covid-19 dalam tatanan Normal Baru.

(3) Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong

Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

d11engkap1 dengan:

o a. surat tugas dari pejabat yang berwenang,

. tanda pengenal dan atribut yang jelas;

b
~ c. surat bukti pengenaan sanksi administratif; dan
d

(4)

. dokumen atau instrumen pelaksanaan tugas
lainnya yang diperlukan. ' - o
Penertiban pelaksanaan - protokol pencegahan

Covid-19 sebagalmana dimaksud pada ayat (1), dapat

© dilaksanakan secara terpadu dengan mehbatkanv

‘uz_lsur Forum Koordinasi leplnan Daerah
(FORKOPIMDA), Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas

- Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah

" dan/ atau Perangkat Daerah dan unsur terkait

(5)

lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran»
penertiban dibawah koordinasi dan pengawasan
Satuan Tugas Covid-19. |

Sebelum pelaksanaan penertiban lsébégajmaha
dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilakukan

' tahapan sosialisasi dan pemantauan ' kesiapan

lapangan selama 30 (tiga puluh) hari kalender

terhitung ‘sejak diundangkannya Peraturan Bupati

ini.



(6) Format pelaksanaan | keg1atan o pe'ne'rt‘ibvan'

sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) sebageumana o

. tercantum dalam Lampn‘an Il yang merupakan baglan . '»

E "::‘ : t1dak terp1sahkan dar1 Peraturan Bupatl ini.

6 Ketentuan pada Lamplran huruf b angka 2 chubah |
. sehmgga angka2 berbunyl sebagal berikut:
2. Kepala D1nas Kesehatan melakukan pernblnaan

» pemantauan dan ‘ pengawasan ' terhadapv. o

| : pelaksanaan sebagalmana dimaksud pada angka 1 f

. dan merekapltulam pelaporannya kepada Ketua

| . Satuan Tugas Covzd-19 di Daerah Pahng sedikit 1~ '

(satu) kah dalam 1 (satu) bulan atau bllamana" A

' dlperlukan,

7 Ketentuan pada Lamplran huruf e angka 9 dlubah o

B sehmgga angka 9 berbunyl sebagaJ benkut
9. Bagi penjual dan pembeh o L
- a) Pedagang wa_ub menggunakan Masker dan cr

v _mencu01 tangan menggunakan sabun dengan air

mengallr secara _ berka.la selama : melakukan A

L akt1v1tas perdagangan, . AT

| b) Pembell wajib mencu01 tangan sebelum memasukl
. area warung/ toko/ kios/ tempat berdagang, -

: c) ' Wajlb menjaga keber31han llngkungan pasar dan

- | fasﬂ1tas perdagangan S .' o

| d) Wajlb membuang sampah di tempat sampa.h

‘é)’ ‘ _|1ka sedang saklt dllarang untuk memasukl pasar E

: »:dan fa.sﬂltas perdagangan -

| 9 menghlndan ' kontak fisik langsung, sepertl o

o ‘bersalaman, cium tangan, dan sebagamya, }

- g) menerapkan Perllaku Hldup Ber31h da.n Sehat o

| J(PHBS) dan ‘Gerakan Masyarakat Hldup Sehat' -
" (GERMAS) secara teratur o L

h) Wa_]lb mematuhl 57 hlmbauan dari :

R vpetugas/penanggung Jawab operasmnal fasﬂltas-::v’_  ,'2,'  1

- perdagangan,



"wajlb menerapkan Penlaku Hldup Bersm dan o

' Sehat (PHBS), sepert1 ‘mencuci tangan secara

~ teratur menggunakan a1r dan sabun atau cairan

o pémbersih " tangan (hand sanltzzer), - serta B

’ menghmdan menyentuh wajah

)
k)

- -duduk/tempat antn guna menJaga jarak paling

wajib menerapkan etika batuk/ bersm, o o

mengatur area ’ perdagangan/warung/ tempat o

| .rendah 1,5 (satu ‘koma hma) meter selamav}

melakukan akt1v1tas perdagangan

bag1 ‘penjual makanan dan mlnuman Wajlb

membungkus/menutup/memlsahkan makanan |

’ dagangannya secara. ba1k dengan memperhatxkan' |

prms1p kebersman dan keamanan makanan E

m) menggunakan : alat bantu ' untuk mengambll

,vbn)

makanan dan tidak dlperkenankan menggunakan
tangan tanpa sarung tangan plasnk dan N
membatam penlaku pembeh yang menyentuh

barang terutama apablla tldak membelmya. :

8 Ketentuan pada Lamplran huruf h angka 2 d1ubah-v
’ sehlngga angka 2 berbunyl sebaga1 benkut | o

2 Pada keglatan Sosml Kemasyarakatan (ha_]atan

pertemuan, rapat dan sejemsnya) menerapkan

- a)

memast1kan ‘bahwa penyelenggaraan acara telah o

-"mendapatkan izin dar1 p1hak/1nstans1 yang»

oy

-‘beserta kelengkapan pendukung lamnya dengan - f

berwenang;

mémberSihkah | hngkungan : gedung/ ruangan

esmfektan pahng sed1k1t sehan men_]elang ‘-

fpenyelenggaraan acara

menyed1akan sarana cuci - tangan pakau sabun

3 (dlutamakan sabun calr) dengan air mengallr."

:pada plntu ‘masuk, pmtu keluar, d1 tmlet dan

¥ menyed1akan ‘cairan pember&h tangan (hand

Vsamtzzer) di setlap p1ntu masuk tangga/ lzﬁ, dan

. tempat lain yang mudah dlakses



d) setiap orang yang hadlr atau terlibat dalam acara

wajib memakai Masker dan menghlndan kontak v
fisik; '

melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap
titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum
seluruh yang hadir dalam kegiatan/ acara dan
apabila terdapat pengunjung dengaﬁ suhu di atas

380C (tiga puluh delapan derajat celcius), maka

tidak diizinkan- untuk masuk dan segera

menghubungi petugas kesehatan dan apabila

~diamati ada  pengunjung dengan gejala

menyerupai gejala Covid-19 disarankan untuk

segera menghubungi p-etugas kesehatan v‘atau

segera dibawa ké fasilitasi pelayahan kesehatan
terdekat; , | _ »
penyelenggaraan kegiatanv/ acara - ~ harus

menerapkan: , . .

1) Kketentuan jaga jarak pahng rendah 1,5 (satu
‘koma lima) meter dan untuk hajatan v

pemlkahan dan sejemsnya, : |

2) dilakukan secara standing pafty dan tidak

diperkenankan menyediakan meja/kursi
untuk pengunjung/tamu;

3) tidak melakukan jamuan maka:i dan minum
di tempat, sajian hidangan diberikan kepada

. pengun_]ung dalam bentuk kemasan ‘yang
langsung dibawa pulang;

4) membatasi Jumlahv.undangan sesuai sesuai
kondisi dan kapasitas ruang/ terhpat kégiatah
Aberlangsung dengan ketentuan | |

(a) menerapkan ketentuan jaga jarak palmg
rendah 1,5 (satu koma lima) meter antar

pengun_]ung,



5)

2

'(b) w:l:xjib mengatur dan membatasi» jumlah
pengunjung dalam ruangan 40% (empat
puluh persen} dari kapasitas maksimal

~ tempat berlangsunghya kegiatan/ acara
dalam satu waktu; dan

(c) wajib mencegah lsemﬁlunan; |

durasi/batas waktu penyelenggaraan :

kegiatan/acara - seefisien mungk.in dan
mengatur sedemikian rupa susunan acara
agar tidak memakan banyak Waktu

menyampaikan himbauan/pesan ‘kesehatan

di sela-sela acara, antara lain cuci tangan
dengan sabun atau cairan pembersih tangan
(hand vsani'tizer), rr;elakuka.n pemeﬁkéaan
suhu tubuh sebelum memasuki tempat

acéra, menjaga jarak dan tidak melakukan

~ kontak fisik, serta etika batuk/bersin;

7)

menyiapkan daftar hadir peserta untuk

- kegiatan ' rapat/pertemuan dengan

8)

mencantumkan nama dan aSal/ddmisih'
sebagai prosedur é.htisipatif dalam iipaya
tracing  oleh  petugas/instansi ~ yang
berwenang manakala terdapat peserta yang
terkonfirmasi terpapar Covid-19; dan o

menempatkan petugas dengan jumlah yang

~memadai untuk memastikan penerapan dan

pengawasan pelaksanaan protokol
pencegahan penularan | - Covid-19

sebagaimana. tcrsebut diatas.



Pasal II

Peraturan Bupau m muleu berlaku pada tanggal_“,ﬁf

. d1undangkan

| iAgar : setlap orang mengetahumya | Inemennte\hkan o S

l ] pengundangan o Peraturan Bupatl 1n1 dengan , o

’ penempatannya }dep}lam ,} vBerltva_ | Daerah Kabupaten o

. :Dltetapkan d1 Karang;myar .
' pada tanggal 30 September zozo

. [BUPATI KARANGANYAR, - -

I Dlundangkan di Karangany G
. pada tanggal 3o Sep Ry 90"'0

. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

_tftd#* L

T SUTARNO:

: :f}BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 84

T Salman,sesua.t dengan ashnya

Ci7a

mmeme

NIP 19A 5031 1 199903 1009

[=]
Bok]



LAMPIRAN | -
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR  TAHUN2020 |
TENTANG

 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI

~ KARANGANYAR NOMOR 52 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL
BARU PADA MASA  PANDEMI

~ CORONAVIRUS DISEASE 2019

A. FORMAT LENGKAP KEPUTUSAN PENETAPAN DENDA ADMINISTRASI
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
NOMOR ......cueen. TAHUN
' TENTANG |
PENETAPAN DENDA ADMINISTRASI PELANGGARAN PROTOKOL
KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19

o KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

Menimbang Poa bahwa yang Namanya tercantum pada. ' Lampiran
Keputusan ini pada hari ini ..........‘.‘..tanggal
................. telah kedapatan melanggar ketentuan Pasal 5
ayat (1) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun
2020 tentang Pedoman Tatanan Normal baru pada Masa -
Pandemi Corona Virus Disease 2019, sebagaima.‘naﬂtelah
' diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 84
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan,Bupati
Kaljanganyar ‘Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman
Tatéman Normal baru pada Masa.Pandemi, Corona Virus
Disease 2019, dan kepada yang bersangkutan dikenakan

Sanksi Administratif berupa Denda Administrasi;
b. bahwa berdésarkan pertimbangan huruf a tersebut
;diat‘aﬁis, maka perlu meﬂetapkan Keputusan Kepala
Sétuan Polisi Pamong Praja tenfang Penetapan 'Denda |
Administrasi  Pelanggaran  Protokol Kesehatan

v Pencegahan Covid-19; - |

Mengiﬁgat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ‘te'ntang
e Pembentukan  Daerah-daerah Kabupaten _ dalam

ngkungan Provinsi Jawa Tengah; '



. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pehyalcit
Menular (Lembaran Negara Republik Indoriesia Tahun
1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 3273); , o
. Undang—Undang Nomor 24 ’I‘ahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran ‘Negara Republik
" Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
- Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063) _

. Undang-Undang Nomor 23 'I‘ahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, ‘Tarnbahan-
~ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5587),
~ sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan
Undang-Undang - Nomor 9 Tahun 2015 tentang
' Perubahan Kedua atas Undang-Undang -‘ Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 5679); | | N
Undang‘Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang

Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik’
- Indonesia Tahun 201.8 Nomor 128, Tambahan

" Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
» U;idang-Undan_g Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Pénetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti

Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang

" Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

Keuangan untuk Penanganan Pandem1 Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka
 Menghadapi =~ Ancaman yahg Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

- Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembéi'an Negara




: 'Repubhk Indonesm Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan-_‘ n
'Lembaran Negara Republik Indone31a Nomor 65 16), o
’Peraturan Pemenntah Nomor 40 Tahun 1991 tentang

’ Penanggulangan Wabah Penyaklt Menular (Lembaran .

.;Negara Repubhk Indonesua. Tahun 1991 Nomor 49,

| Tambahan Lembaran N egara Repubhk Indone31a Nomor |

3447);

. Peraturan Pemerlntah Nomor 21 Tahun 2008 tentang "

o Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran‘i_
- Negara Republlk Indones1a Tahun 2008 Nomor 42

o Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor_ | o

 4s28);

10,1
o Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona |
e Vlrus Dzsease 2019 (Covzd-l 9);,
11

Keputusan Pres1den ‘Nomor 11 ‘Tahun 2020 tentang

Keputusan Pr631den Nomor 12 Tahun 2020 tentang. ’

Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona»

Vlrus Dzsease 2019 (Covld-19) sebaga1 Bencana‘ “

. Nasmnal

12

Peraturan Daerah Prov1n31 Jawa Tengah Nomor 11 .

Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan’ : |

Bencana di Prov1n31 Jawa Tengah (Lembaran Daerah
: ‘,Prov1n31 Jawa Tengah ~Tahun - 2009 Nomor 11,

*Tambahan Lembaran Daerah Prov1n31 Jawa Tengahil .

- Nomor 26);

13

| Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan," |
Penyak1t d1 Provm31 Jawa Tengah (Lembaran Daerah. .

. Peraturan Daerah Provm31 Jawa Tengah Nomor 11 

'-Prov1n31 Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 11 .

Tambahan Lembaran Daerah Prov1n31 Jawa Tengah - H

~ Nomor 57);
14

._Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun: ' .
- 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah -

“Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan>

: v Penanggulangan Penyaklt d1 Prov1n31 Jawa Tengah’_‘: o
e ,(Benta Daerah Prov1ns1 Jawa Tengah Tahun 2014

- Nomor 36)



Menetapkan "

KESATU

KEDUA

15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23

Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
- Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar :
Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah

- Kabupaten Karanganyar Nomor 23);.

16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2016

tentang Penetapan Status dan Tingkat Kedaruratan ‘
Bencana (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun
2016 Nomor 31); |

17. Peraturan Bupau Karanganyar Nomor 17 Tahun 2020 :

. tentang Tata Cara Pengenaan Sanks1 Administratif

(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020
Nomor 17}); |

18. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020

tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Masa

" Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Berita vDaerah

~ Kabupaten - Karanganyar Tahun 2020 Nomor 52),

sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Bupati

. Karanganyar Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan

‘atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun
2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada
Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Berita Daerah

Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 84) 5
MEMUTUSKAN:

Menetapkan Sanksi Administratif berupa " Denda
Administrasi sebesar Rp20. 000,- (dua puluh ribu ruplah)
kepada pelaku  pelanggaran  Protokol Kesehatan
Pencegahan Cov1d-19 sebagalmana tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini.

: Penerimaan atas pengenaan - Denda Administrasi

sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
merupakan penenmaan Daerah dan Wa_]lb d1setorkan ke
Kas Daerah. -



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan

1, Inspektur Daerah
2. Kepala Badan Keuangan Daerah;
3. Kepala Dinas Kesehatan; dan
4. Kepala Pelaksana BPBD.

" Ditetapkan di Karanganyar
-~ Pada tanggal

KEPALA  SATUAN  POLISI
PAMONG PRAJA,

POPEEINNIRIIPIIIELTIIIOITIOGIOIOIRITIOIOIIITORTS




LAMPIRAN |
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA

NOMOR '»L -
TENTANG ~ PENETAPAN  DENDA
ADMINISTRASI PELANGGARAN

' PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN
COVID-19 | :

'DAFTAR PELAKU PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN
COVID-19 YANG DIKENAI SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA

ADMINISTRAST

NO [NAMA | NO | ALAMAT | TEMPAT/ JENIS - |JUMLAH
" KTP | TANGGAL |PELANGGARAN | DENDA
| . | kEJADIAN _  (Rp)

1 2 3 | 4 5 6 7

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Keterangan :

SK ini dibuat secara kolektif dan merupakan dasar pélaporan;




B. FORMAT KUTIPAN KEPUTUSAN YANG DISERAHKAN KEPADA"

PELANGGAR DAN BUKTI SETORAN DENDA ADMINISTRASI
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NOMOR ...ccovvvenee TAHUN
TENTANG
PENETAPAN DENDA ADMINISTRASI PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN
PENCEGAHAN COVID-19 Atas Nama .......... eevesnesenes

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

-Menimbang : a. bahwa Saudara pada hari ini .........;.‘..tanggal
- o eeene reresieenens telah kedapatan melanggar ketentuan Pasal 5 ayat
(1) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020
tentang Pedoman Tatanan Normal baru pada Masa Pandemi
Coronavirus Disease 2019, sebagaimana telah diubah dengan
. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 84 Tahun 2020 .tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 .

Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal baru pada
Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019, dan kepada yang
bersangkutan dikenakan Sank31 Admlmstratlf berupa Denda
Administrasi; S

b. bahwa berdasarkan pertlmbangan humf a tersebut d1atas, ‘
maka perlu menetapkan Keputusan Kepala satuan Polisi
Pamong Praja tentang Penetapan Denda Administrasi
Pelanggaran Protokol Kesehatan Pencegahan Cowd-19 atas

S ' NAITA ccesrresarvssransoras v
Mengingat: : - 1.Dst.......... B '

S - " MEMUT_USKAN: .
Menetapkan: . : : o o '
KESATU: : Menetapkan Sanksi Administratif berupa Denda Administrasi

sebesar Rp20.000,- (dua pulubh ribu rupiah) kepada Saudara
© ereemsasesrsernasens karena kedapatan melakukan pelanggaran Protokol
R - Kesehatan Pencegahan Covid-19.
KEDUA - ': Penerimaan atas pengenaan Denda Adxmmstra31 sebagalmana
dimaksud pada Diktum KESATU merupakan penenmaan Daerah
dan wajib disetorkan ke Kas Daerah. ‘

KETIGA 1 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
i Ditetapkan di Karanganyar ’
Pada tanggal -~ -
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Ttd -
Tembusan: ' ”

1. Insp’ektuf Daerah;
2. Dan seterusnya.

potong disini
_ o - BUKTI PENYETORAN DENDA ADMINISTRASI .
Pada hari ini, .........tanggal..........Bendahara Penerimaan Dinas Kesehata.n telah
- menerima  setoran Denda Administrasi terhadap pelanggaran  Protokol Kesehatan ‘
Pencegahan Covid-19 sebesar Rp20 000,- (dua puluh ribu ruplah) dari ..o
’ : BENDAHARA PENERIMAAN L
DINAS KESEHATAN

. BUPATI KARANGANYAR,

| ttd. -
JULIYATMONO
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